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Raih WDP BPK,
DPRD Apresiasi

TOBOALI - Pemerin-
tahan Kabupaten Bangka
Selatan (Pemkab Basel)
mendapat predikat wa-
jar dengan pengecualian
(WDP) atas laporan hasil
pemeriksaan (LHP) Badan
Pemeriksaan Keuangan
(BPK) Republik Indonesia
(RI) perwakilan Bangka
Belitung (Babel) terhadap
anggaran tahun 2015 lalu.

Selain itu, BPK RI Babel
Lt;‘ga memberikan catatan
usus ke Pemkab Ba-
sel yang harus diperbai-
ki. Salah satunya adalah
17 temuan kelebihan dan
kekurangan dalam pem-
bayaran, serta masalah
BUMD (Badan Usaha Milik
Daerah) PT Bangun Basel
dan aset-aset lainnya.

"Ada 17 temuan BPK
(Badan Pemeriksaan Keuan-
gan), jangka waktu untuk
melakukan perbaikan se-
lama 60 hari kedepan ha-

" rus segera selesai dibenahi

atas temuan BPK itu, jangan
sampai ada lagi kerugian
negara yang ditemukan,"
ujar Bupati Basel, Drs H Jus-
tiar Noer STMM, MSi kepada
wartawan, Senin (18/7) s'ﬁ
usai dari acara halal bi h

dipendoporumahdinasnya, -

Terkait temuan BPK
tersebut, Justiar meren-
cakana Selasa (19/7) ini
seg;ra dilakukan rapat dan
bahas bersama dengan
SKPD (Satuan Kerja Perang-
kat Daerah). "Selasa, (19/7)
kita bahas bersama terkait
temuan BPK itu, apakah
fisiknya yang akan dibe-
nahi atau administrasinya.
Belum tahu SKPD mana
sa{'a yang banyak temuan,"
jelasnya seraya mejelaskan
Pemkab Basel mendapat-
kan predikat WDP, karena
salah satu yang harus dibe-
nahiadalah masalah asetdi
SKPD dan BUMD, karena
BUMD juga merupakan
bagian dari aset daerah.

~ Benahi Disclaimer

"Untuk mendapat pre-
dikat WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) dari BPK,
kita berharap secepatnya
keberhasilan itu, makanya
temuan BPK harus segera
dilakukan perbaikan, kita
berusaha untuk mendapat-
kan predikatWTP selain aset
yang kita benahi, laporan
17 temuan BPK misalnya
administrasi pembangunan
dan sebagainya,” kata Justiar.

Menurutnya, jika setiap
temuan BPK itu diper-
baiki dan dibenahj pasti
mendapat predikat WTP.
Artinya, setiap temuan BPK
harus diperbaiki. "Kita akan
berusaha untuk mendapat-
kan WTP, ada perubahan
dari disclaimer dan tidak
wajar ke WDP ini. Predikat
terakhirnya adalah WTP
danWTP ini yang bagusnya,
karena mendapat bonus
Rp 100 miliyar atas keber-
hasilan menata administrasi

merintahan, penamba-

an APBD, bonusitu diberi-"

kan langsung oleh pemerin-
tah pusat,” tuturnya seraya
menyampaikan bahwa se-
lama 4 bulan melakukan
pembenahan dari predikat
disclaimer dan tidak wajar
ke predikat WDP.

"Salah satu target dan
fokus utama kita untuk
melakukan pembenahan
dalam menata adminis-
trasi pemerintahan, yang
mana sebelumnya dae-
rah kita masuk kategori
zona merah, nanti kita lihat
apakah daerah kita masuk
zona aman, mudah-muda-
han dari predikat WDP ini
akan berubah menjadiWTP,
dalam menata pemerin-
tahan harus bersama-sama,
misalnya ada kendala harus
cepat diselesaikan. Inspe-
ktorat harus cepat meny-
elesaikannya, jangan ada
lagi istilah belum melapor,
inilah, itulah," urainya.

Namundisampingitu,
tiar juga mengakui kendala
selama 4 bulan melakukan
pembenahan dalam menata
administrasi pemerintah-
an. Kendalanya itu adalah
kurangnya komunikasi antar
SKPD. "Laporan predikat
Pemkab Basel pada tahun
2015 lalu 318, dan kita ten-
tunya optimis masuk ke
zona aman yang saat ini
masih disusun yang akan
akan disampaikan ke BPKP
serta ke Mendagri, kalau
BPK itukan fokusnya ke
keuangan," pungkasnya.
Terpisah, Komisi I
DPRD Kabupaten Bangka
Selatan (Basel) yang mem-
bidangi pemerintahan me-
nyampaikan apresiasi yang
setinggi-tingginya kepada
Pemkab Basel atas didapat-
kannya opini wajar dengan
pengecualian (WDP) dari
opini discalimer.
"Tentunya inimerupakan

kerja keras kepala daerah

bersama teamnya dalam -

mengembalikan opini LHP
- BPK menjadi WDP kem-

bali. Dan kami ucapkan
terimaksih atas capaian
tersebut,” ujar Sekretaris
KomisiI DPRD Basel, Samsir
Patholmuin STMM kepada
wartawan yang mengakui
sebenarnya DPRD sangat

esimis bisa mengemba-

opini LHP BPK menjadi |
‘WDP. Tetapi Pemkab men-

jawab itu de keluarnya
opiniWDP walaupun dalam
8 material temuan yang ha-

rus diselesaikan yang meru-
pakan masalah yang harus

ditindaklanjuti.

"Dan kami mengharap-
kan tahun depan bisa
diraih opini wajar tanpa
pengecualian,” kata Sam-

sir menjelaskan bahwa 8 -

temuan material LHP BPK
itu yang tahun 2014 lalu. Ka-
lau yang tahun 2016, DPRD

belum terima detailnya dan

besok (Selasa) rapat pemba-
hasannya. (tom) 5




